UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kekuassan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesa Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawvahnya, dan olenh Sebuah
Mahkamah Konditus, untuk menydenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keedilan;

b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945
telah membawa perubahan penting terhadgp penyelenggaraan kekuassan kehakiman
sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok
Kekuassan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ddam huruf a dan huruf b,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan K ehakiman;

Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasad 24A, Pasd 24B, Pasal 24C, dan Pasad 25 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1
Kekuasan kehakiman addah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,  demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesa.

Pasa 2
Penyelenggaraan kekuasan kehakiman sebagaimana dimeksud ddam Pesd 1 dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dadam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kondtitus.



Pasad 3
(1) Semua peradilan di sdurun wilayah negara Republik Indonesa addah peradilan
negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Peradilan negara menergpkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila

Pasa 4

(1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA’.

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat , dan biaya ringan.

(3) Segda campur tangan dadam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman dilarang, kecudi ddam hd-hd sebagamana dissbut ddam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Setigp orang yang dengan sengga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dipidana

Pasal 5
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda: bedakan orang.
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berussha mengatas segda hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan sdain daripada yang
ditentukan oleh undang- undang.

(2) Tidek seorang pun dapat dijatuni pidana, kecudi apabila pengadilan, karena adat
pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersdah atas perbuatan
yang didakwakan atas dirinya.

Pasad 7
Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan, sdain aas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah ddam hd dan menurut
carayang diatur daam undang-undang.

Pasal 8
Setigp orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan
pengadilan wajib dianggep tidek bersdlah sebdlum ada putusan  pengadilan  yang
menyatakan kesalahamya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasa 9

(1) Setigp orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa aasan berdasarkan
undang-undang aau karena kekdiruan mengena orangnya daau  hukum yang
ditergpkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilites.

(2) Pgabat yang dengan sengga meakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipidana.

(3) Ketentuan mengena tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitas dan pembebanan
ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

BAB Il
BADAN PERADILAN DAN ASASNYA

Pasal 10
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh ssbuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Kongtitus.
(2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meiputi badan peradilan
ddam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
tata usaha negara.



Pasal 11

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) Mahkamah Agung mempunya kewenangan:

a mengadili pada tingkat kasas terhadap putusan yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah agung;

b. menguji peraturan perundang-undangan di  bawah undang-undang terhadap
undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

(3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebaga hasil  pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik ddam pemeriksaan
tingkat kasas maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dadam
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-
undang.

Pasal 12

(1) Mahkamah Konditus berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersfat find untuk:

a menguji undang-undang terhadgp Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. memutus pembuabaran partai politik; dan

d. memutus persdishan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Sdan kewenangan sebagamana dimeksud pada ayat (1), Mahkamah Kongitus
wagib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presden diduga tdah medakukan pelanggaran hukum  berupa
penghianatan terhadap negara, korups, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau
perbuatan tercdla, dan/atau tidek lagi memenuhi syarat sebaga Presden danatau
Wakil Presiden.

Pasal 13

(1) Organisad, adminidras, dan finangd Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

(2) Organisad, adminisras, dan finangd Mahkamah Kongitus berada dibawah
kekuasaan Mahkamah Kongtitus.

(3) Ketentuan mengena organisas, adminidras, dan  finandd badan peradilan
sebagamana dimeksud pada ayat (1) untuk masing-mesng lingkungan peradilan
diaur ddam undang-undang sesua dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-
masing.

Pasal 14
(1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya sebagaimana dimeksud daam Pasd 10 diatur dengan undang-
undang tersendiri.
(2) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Kongtitus sebagaimana dimaksud
dalam Pasd 12 diatur dengan undang-undang.

Pasal 15
(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dadam sdah sau lingkungan  peradilan
sebagaimana dimaksud daam Pasa 10 yang diatur dengan undang- undang.
(2) Peadilan Syarieh I1dam di  Provind Nanggroe Aceh Darussdan merupakan
pengadilan khusus ddam lingkungan peradilan agama sepanjang  kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus daam



lingkungan peradilan umum sepanjang  kewenangannya menyangkut  kewenangan
peradilan umum.

Pasal 16
(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suau
perkara yang digukan dengan daih bahwa hukum tidek ada atau kurang jelas,
melainkan wgib untuk memeriksa dan mengadilinya
(2) Ketentuan sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) tidek menutup usaha penyelesaan
perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 17

(1) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya
3 (tiga) orang hakim, kecudi undang-undang menentukan lain.

(2) Di antara hakim sebagaimana dimeksud pada ayat (1), seorang bertindak sebagai
ketua dan lainnya sebaga hakim anggota sdang.

(3) Sdang dibantu oleh seorang panitera aau seorang yang ditugaskan melakukan
pekerjaan panitera.

(4) Ddam pekara pidana wgib hadir pula seorang penuntut umum, kecudi undang-
undang menentukan lain.

Pasal 18
(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya
terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
(2) Dadam hd tidek hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah sdesa,
putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 19

(1) Sdang pemeriksaan pengadilan addah terbuka untuk umum, kecudi undang-undang
menentukan lan.

(2) Tidek terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) mengakibatkan
putusan batd demi hukum.

(3) Rapa permusyawaratan hakim bersfat rahasa

(4) Ddam ddang permusyawaratan, Setigp hakim waib menyampakan pertimbangan
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari putusan.

(5) Ddam hd ddang permusyawaratan tidek dapat dicapai mufekat bulat, pendapat
hakim yang berbedawajib dimuat ddam putusan.

(6) Pdaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5)
diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 20
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunya kekuatan hukum gpabila diucapkan
dalam sdang terbuka untuk umum.

Pasal 21

(1) Terhadagp putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada
pengadilan tinggi oleh pihek-pihak yang bersangkutan, kecudi undang-undang
menentukan lain.

(2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tideak merupakan pembebasan
dari dakwaan aau putusan lepas dari segada tuntutan hukum, dapat dimintakan
banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecudi
undang-undang merentukan lain.



Pasal 22
Terhadap putusan pengadilan ddam tingkat banding dapat dimintakan kasas kepada
Mahkamah Agung oleh pihek-pihak yang bersangkutan, kecudi undang-undang
menentukan lain.

Pasal 23
(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-
pihak yang bersangkutan dapat menggukan peninjauan kembdi kepada Mahkamah
Agung, agpabila terdgpat hd aau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-
undang.
(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembdi.

Pasal 24
Tindek pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk  lingkungan
peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengedilan
daam lingkungan peradilan umum, kecudi ddam keadaen tertentu menurut keputusan
Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan daam
lingkungan peradilan militer.

Pasal 25

(1) Segda putusan pengadilan sdain memuat adasan dan dasar putusan tersebut, memuat
pula pasd tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tigp putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan
paniterayang ikut serta bersidang.

(3) Penetgpan, ikhtisar rgpat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang
ditandatangani oleh ketua mgelis hakim dan panitera sdang.

Pasal 26
Untuk Kkepentingan peradilan semua pengadilan wgib sding memberi  bantuan yang
diminta

BAB Il
HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27
Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum
kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan gpabila diminta.

BAB IV
HAKIM DAN KEWAJBANNYA

Pasal 28
(1) Hakim wgib menggdi, mengikuti, dan memahami nila-nila hukum dan rasa
keadilan yang hidup daam masyarakat.
(2) Ddam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wegjib memperhatikan pula
sfat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 29

(1) Phak yang diadili mempunya hak ingka terhadgp hekim yang mengadili
perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagamana dimaksud pada ayat (1) addah hak seorang yang diadili
untuk menggukan keberatan yang diserta dengan dasan terhadap seorang hakim
yang mengedili perkaranya

(3) Seorang hekim wagib mengundurkan diri dari persdangan gpabila terikat hubungan
keluarga sedarah atau semenda sampal dergat ketiga, atau hubungan suami igtri



meskipun telah bercerai, dengan ketua, sdah seorang hakim anggota, jaksa, advokat,
atau panitera.

(4) Ketua madis, hakim anggota, jeksa, aau panitera wgjib mengundurkan diri dari
persdangan gpabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampal dergat
ketiga, aau hubungan suami idri meskipun tdah bercera, dengan pihak yang diadili
atau advokat.

(5) Seorang, hakim atau panitera wgib mengundurkan diri dari persdangan apabila ia
mempunya  kepentingan langsung atau tidek langsung dengan perkara yang sedang
diperiksa, bak aas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang
berperkara.

(6) Ddam ha terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan
tidak sah dan terhadap hakim aau panitera yang bersangkutan dikenakan sanks
adminigratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
(1) Sebdlum memangku jabatannya, hekim, panitera, panitera pengganti, dan juru Sta
untuk maesing-masing lingkungan peradilan wgib mengucapkan sumpah aau janji
menurut agamanya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebaga berikut:

Sumpah:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewgiban hakim dengan
sebak-baknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesa Tahun 1945, dan menjdankan segaa peraturan  perundang-
undangan dengan sdurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi  kewgiban
hakim dengan sebalk-baiknya dan seedil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjadankan segda peraturan
perundang-undangan dengan  sdurus-lurusnya  menurut Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

(3) Lafd sumpah aau janji panitera, panitera pengganti, atau juru Sta addah
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BABV
KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN

Pasal 31
Hakim adalah pgabat yang meakukan kekuasaan kehakiman yang diatur ddam undang-

undang.

Pasal 32
Hakim haus memiliki integritas dan kepribadian yang tidek tercela, jujur, adil,
profesiond, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 33
Daam menjaankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Pasal 34
(1) Ketentuan mengenal syarat dan tata cara pengangkatan hakim dilakukan oleh Komis
Yudisd yang diatur dengan undang-undang.
(2) Ketentuan mengenal syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim
diatur dalam undang-undang.



(3) Ddam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung
dan hakim, pengawasan dilakukan olen Komid Yudigd yang diagur ddam undang-

undang.

Pasal 35
Panitera, panitera pengganti, dan juru Sta adadah pegabat peradilan yang pengangkatan
dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang- undang.

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 36

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

(2) Pengawasan peaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

(3) Pelaksanaan putusan pengadilan ddam perkara perdata dilakukan oleh panitera
danjurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.

(4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nila  kemanusaan  dan
keadilan.

BAB VII
BANTUAN HUKUM

Pasal 37
Setigp orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum

Pasal 38
Ddam pekaa pidana seorang tersangka sgak saat dilakukan penangkapan dan/atau
penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39
Daam memberi bantuan hukum sebagamana dimeksud ddam Pasd 37, advokat wajib
membantu penydesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keedilan.

Pasal 40
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 37 dan Pasd 38 diaur ddam undang-

undang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pad 41
Badan-badean lan yang fungdnya berkaitan dengan kekuassan kehakiman meliputi
Kepolisan Negara Republik Indonesia, Kgaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan
lain diatur ddam undang-undang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa 42

(1) Pengdihan orgenised, adminidrad, dan finandgd dadam lingkungan peradilan umum
dan peradilan tata usaha negara sdesal dilaksanakan pding lambat tanggd 31 Maret
2004.

(2) Pengdihan organisas, adminidras, dan finandgd ddam lingkungan peradilan agama
selesal dilaksanakan paing lambat tangga 30 Juni 2004.

(3) Pengdihen organisas, adminidrad, dan finendd ddam lingkungan peradilan militer
sdlesal dilaksanakan paing lambat tanggal 30 Juni 2004.



(4) Pengdihan organisas, adminigras, dan finanda sebagamana dimeksud pada aya
(2), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paing lambat:
a. 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagamana dimaksud pada ayat (1)
berakhir;
b. 60 (enam puluh hari) hai sebdum jangka wakiu sebagamana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) berakhir.

Pasal 43

Sgak didihkannya organisas, adminidrad, dan finanda sebagamana dimaksud daam

pasal 42 ayat (1):

a. semua pegawa Direktorat Jenderd Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara Depatemen Kehakiman dan Hak Asass Manusa, pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha
negaramenjadi pegawa pada Mahkamah Agung.

b. semua pegawa yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderad Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak
Asss Manusa, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata ussha negara,
dan pengadilan tinggi tata usaha negara, tetgp menduduki jabatannya dan tetap
menerimatunjangan jabatan pada Mahkamah Agung.

c. semua aset milik/barang inventaris di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi sarta pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara
berdih ke Mahkamah Agung.

Pasal 44

Sgak didihkannya organisas, adminidrad, dan finangd sebagamana dimaksud ddam

Pasal 42 ayat (2):

a semua pegawa Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depatemen Agama menjadi
pegawa Direktorat Jendera Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta
pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi Mahkamah Agung;

b. semua pegawva yang menduduki jabatan srukturd pada Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama Depatemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jendera
Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesua dengan peraturan perundang-
undangan;

Cc. Semua ast milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi
agama berdih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 45
Sgak didihkannya organisad, adminidras, dan finangd sebagamana dimaksud ddam
Pasal 42 ayat (3):
a. pembinean persond militer di  lingkungan peradilan militer dilaksanekan  sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur persond militer;
b. semua pegawa negeri Spil di lingkungan peradilan militer berdih menjadi pegawai
negeri Spil pada Mahkamah Agung.

Pasal 46
Mahkamah Agung menyusun organisss dan taa kerja yang bau di  lingkungan
Mahkamah Agung pding lambat 12 (dua bdas) bulan sgak Undang-undang ini di
undangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Ketentuan dadam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman
mash tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru
berdasarkan Undang-Undang ini.



Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 2951) sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggdl diundangkan.

Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan  Undang-undang  ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa

Disahkan di Jekarta
Pada tanggal 15 Januari 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta

Pada tanggdl 15 Januari 2004

SEKRETARISNEGARA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
Indonesia addah negara hukum. Sgdan dengan ketentuan terscbut maka salahsatu
prindp penting negara hukum addah adanya jaminan penydenggaraan kekuassan
kehakiman yang medeka, bebas dai pengauh kekussaan lainnya  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keedilan.

Daam usaha memperkuat prindp kekuassan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan
tuntuten reformas di bidang hukum tdah dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas -
Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang K etentuan-ketentuan Pokok K ekuasaan.

Medui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan
kebijakan bahwa segda urusan mengena peradilan bak yang menyangkut teknis
yudisad maupun urusan organisas, adminidras, dan finangd berada dibawah satu
atep dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan
pding lamba 5 (lima) tahun sgak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang
K etentuan-ketentuan Pokok K ekuasaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan
peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata ussha negara
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sgarah perkembangan
peradilan agama yang spesfik ddam sstem peradilan nasond, pembinaan terhadap
badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan sarandan pendapat Menteri
Agama dan Mgdlis Ulama Indonesa

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 teah
membawa perubahan ddam kehidupan ketatanegaraan khususnya ddam pelaksanaan
kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan
kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya ddam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata ussha negara dan oleh sebuah
Mahkamah Kongtitus.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa
Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konditus mempunya wewenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersfat find untuk
menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa
Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberiken oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945,
memutus pembubaran pata  politik, dan memutus pesdishan tentang hasl
pemilihen umum. Sdan itu Mahkamah Konditus mempunya kewgiban memberi
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenal dugaan pelanggaran oleh
Presden dan/atau wakil Presden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Disamping perubahan yang menyangkut kedembagaan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman sebagamana dikemukekan di  atas, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesa Tahun 1945 telah mengintroduks pula suatu lembaga baru yang



berkaitan dengan penydenggaraan kekuassan kehakiman yaitu Komis  Yudisd.
Komis Yudigd bersfa mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunya wewenang lan ddam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, kel uhuran martabat serta perilaku hakim.

Mengingat perubahan mendasr yang dilakukan dadam Undang-Undang Dasar
Negaa Republik Indonesa Tahun 1945 khusunya mengena  penyeenggaraan
kekuassan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
K etentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara
komprehengf.

Ddam Undang-Undang ini diatur mengena badan-badan peradilan penydenggara
kekuasaan kehakiman, asas-asas penydenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan
kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setigp orang dalam hukum dan ddam
mencari keadilan. Sdan itu ddam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang
menegaskan  kedudukan hakim sebaga pgabat yang medakukan kekuasaan
kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru Sta sebagal pgabat peradilan,
peaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lan yang
fungsnya berkatan dengan kekuassan kehakiman. Untuk memberikan kepagtian
ddam proses pengdihan organisas, adminisras, dan finangd badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung daam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan perdihan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasd 1

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ddam ketentuan ini mengandung pengertian

bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segda campur tangan pihak kekuasaan ekstra

yudisd, kecudi ddam hd-hd sebagamana dissbut ddam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan daam meaksanakan wewenang yudisd bersfat tidek mutlak  karena

tugas hekim addah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasia,

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Aya (1)

Ketentuan ini tidek menutup kemungkinan penydesaan pekara dilakukan di luar

peradilan negaramelaui perdamaian atau arbitrase.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasd 4

Ayat (1)

Ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” addah sesua dengan Pasa

29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

1. Negaraberdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Negaa menjamin kemerdekaan tigp-tigp penduduk untuk memeuk agama
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi hargpan para pencari keadilan.

Yang dimaksud dengan “sederhena’ adadah pemeriksaan dan penyelesaian perkara

dilakukan dengan acara yang efisen dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” addah biaya perkara yang dapat terpikul oleh

rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyeesaian perkara tidak mengorbankan

ketelitian ddam mencari kebenaran dan keedilan.

Ayat (3)



Cukup jelas

Aya (4)

Yang dimeksud “dipidand’ ddam ayat ini addah bahwa unsur-unsur tindak pidana
dan pidananya ditentukan dalam undang-undang.

Pesal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasd 7

Cukup jelas

Pasa 8

Cukup jelas

Pasal 9

Aya (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilites” addah pemulihan hak seseorang berdasarkan
putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama
baik, atau hak-hek lain.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasdl 4 ayat (4)

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat
dilakukan terhadgp materi muatan ayat, pasd, dan/aau bagian dari peraturan
perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan  perundang-
undangan yang lebih tinggi maupun terhadgp pembentukan peraturan  perundang-
undangan tersebut.

Huruf ¢

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Yang dimeksud dengan “pengawasan tertinggi” ddam ketentuan ayat ini meliputi
pengawasan internd  Mahkamah Agung terhadgp semua badan peradilan di
bawahnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasa 14

Cukup jelas

Pasa 15

Aya (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus’ ddam ketentuan ini, antara lain, addah
pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asas manusia, pengadilan tindak
pidana korups, pengadilan hubungan industriad yang berada di lingkungan peradilan
umum, dan pengadilan pgjak di lingkungan peradilan tata usaha negara

Aya (2)



Peradilan Syarigh Idam di Provind Nanggroe Aceh Darussdlam yang terdiri aas
Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Proving untuk
tingkat banding addah sebagamana diaur ddam Undang-Undang Nomor 18 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Proving Daerah Istimewa Aceh sebaga Proving
Nanggroe Aceh Darussdlan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasd 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hd aau keadaan tertentu” daam ketentuan ini antara lain
addah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafavkekdiruan
hakim dalam menergpkan hukumnya.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “ddam keadaan tertentu” adaah dilihat dari titik berat
kerugian yang ditimbulken oleh tindak pidana terscbut. Jka titik berat kerugian
tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili olen pengadilan di
lingkungan peradilan militer. Jka titk berat kerugian terssbut terletak pada
kepentingan umum, meka perkara terscbut diadili oleh pengadilan di  lingkungan
peradilan umum.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasa 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim sesua dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan
dijatunkan hakim wgib memperhatiken dfat bak atau dSfat jahat dari terdekwa
sehingga putusan yang dijatuhkan setimpa dan adil sesual denagn kesdlahannya

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimeksud dengan “dergat ketigd' ddam ketentuan ini addah sesua dengan
peraturan perundang-undangan.



Aya (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidek langsung” addah termasuk
goabila hakim atau panitera atau pihak lan pernah menangani perkara tersebut atau
perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan
sebelumnya

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Yang dimaksud dengan “dipimpin” dadam ketentuan ini mencakup pengawasan dan
tanggung jawab sgak diterimanya  permohonan  sampa dengan  sdesainya
pel aksanaan putusan.

Aya (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Sgadan dengan asas bahwa seseorang sdama belum terbukti  kesalahannya harus
dianggap tidak bersdah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan
kdluarga aau advokat sgak ditangkep dan/atau ditahan. Tetgpi hubungan ini tidak
boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pdaksanaannya sesua  dengan
ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Pasa 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisad, adminidras, dan finangd pada aya ini addah
organised, adminidrad, dan finansd pada mahkamah militer agung aau pengadilan
militer utama, mahkameh militer tinggl aau pengadilan militer tinggi, dan mahkamah
militer atau pengadilan militer.

Aya (4)



Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Ketentuan ini mash tetap membolehkan penggunaan aset/barang inventaris yang ada
selama aset/barang inventaris tersebut belum tersedia di Mahkamah Agung.
Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Lihat penjelasan Pasd 43 huruf ¢
Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasa 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas.
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